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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Komunikasi Politik
2.1.1 Pengertian Komunikasi Politik
Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pemilu dalam wujud penyampaian informasi pemilu kepada masyarakat yaitu dengan melakukan komunikasi politik, dimana komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan politik dari komunikator (penyampai pesan) kepada komunikan (penerima pesan) agar pesan-pesan politiknya itu sampai dan memperoleh tanggapan dari komunikan.

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris adalah communication, berasal dari kata latin dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna.

Menurut Bernard Berelson dan Gary Stainer dalam bukunya Human Behavior seperti yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendy mendefinisikan komunikasi sebagai berikut :

“The tranmissition of information, ideas, emotions, skill etc by used of symbol word, pictures, figures, graphs etc. It is the act or process or transmition that is usually called communication. (Penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan lambing-lambang yang berarti kata-kata, gambar, bilangan, grafik dan lain-lain. Kegiatan atau proses penyampaian yang biasanya dinamakan komunikasi)” (Effendy, 1992 : 48).
Berdasarkan dari definisi diatas penulis memahami bahwa komunikasi adalah proses yang disampaikan, bukan hanya sekedar informasi saja tetapi juga gagasan, emosi dan keterampilan.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Miriam, 2001 : 8). 

Selanjutnya secara paradigmatik komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy, yaitu : 
“Merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu supaya merubah sikap, pendapat, perilaku, baik secara lisan maupun tak langsung melalui media” (Effendy, 1992 : 5). 

Maksudnya bahwa tujuan komunikasi yaitu memberitahu atau mengubah sikap (atitude), pendapat (opinion), perilaku (bihavior) komunikan.
Definisi komunikasi politik menurut Rusadi Kartaprawira yaitu :

“Komunikasi yang dilakukan untuk menghubungkan komunikasi dalam masyarakat baik pikiran antar golongan, asosiasi, sektor kehidupan, politik masyarakat dengan pikiran politik pemerintah” (Rusadi, 1998 : 45).
Komunikasi politik disini lebih berorientasi pada komunikasi yang terjadi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunikasi antar orang perorang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok masyarakat, rakyat dengan pemerintah dalam hidup bersama, membina hidup bersama dalam satu Negara bersama.

Pengertian tentang komunikasi politik pun dapat kita pahami dari pendapat, Sumarno AP mendefinisikan bahwa :

“Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa seingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan, komunikasi ini dapat mengikat semua warga melalui suatu sangsi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik” (Sumarno AP, 1992 : 47).

Harold D. Laswell menyatakan bahwa cara yang baik dan tepat menerangkan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut :
Siapa (who), mengatakan apa (say what), melalui saluran apa (in which channel), kepada siapa (to whom), dengan efek yang bagaimana (with what effect), jika diuraikan sebagai berikut :

a. Siapa



=  (communicator, source, sender)

b. Mengatakan apa


=  (message)

c. Melalui saluran apa

=  (channel, media)

d. Kepada siapa


=  (communicant, communicate, receiver)

e. Dengan efek yang bagaimana
=  (effect, impact, influence) 
(Effendy, 1993 : 253).

2.1.2 Efektifitas Komunikasi Politik
Komunikasi politik dapat efektif (berpengaruh pada khalayak penerima), jika direncanakan dan dilaksanakan dengan baik melalui tahapan – tahapan sebagai berikut:

1. Komunikasi politik dapat efektif  (berpengaruh pada khalayak penerima), jika direncanakan dan dilaksanakan dengan baik melalui tahapan-tahapan sebagai     berikut :
a. Mengenal khalayak 

b. Menyusun pesan

c. Menetapkan metode

d. Seleksi dan penggunaan media

e. Kompetensi komunikator

2. Setelah khalayak/penerima diketahui secara seksama berdasarkan kerangka pengalaman dan kerangka reverensi melalui observasi dan penelitian, maka dilakukan penyusunan pesan yang dikenal dengan singkatan  AIDDAS yaitu :

a. A
= attention (perhatian) 

b. I
= interest (minat)

c. D
= desire (hasrat)

d. D
= decition (keputusan)

e. A
= action (aksi/ tindakan)

f. S
= statisfaction (kepuasan)
3. Selanjutnya metode yang dipilih disesuaikan dengan pengetahuan tentang khalayak/penerima, yaitu : informatif, edukatif, persuasif, dan instruktif (memaksa).

4. Pemilihan media harus tepat sasaran sesuai dengan kondisi kondisi khalayak/penerima, seperti terhadap masyarakat pedesaan dapat menggunakan komunikasi tatap muka (anjangsana, dialog, dan lain-lain).

5. Faktor yang terpenting untuk mencapai efektifitas dalam komunikasi politik ialah faktor kredibilitas komunikator politik dan media politik yang digunakan.

2.1.3  Prinsip dan Etika Komunikasi Politik 
a. Pisahkan yang prinsip dan yang akses 
b. Perluas cakrawala pengetahuan dan wawasan masyarakat.
c. Masing-masing tau fungsi, tugas dan kewajiban, hak dan wewenang.
d. Pegang teguh etika komunikasi politik dan komunikasi sosial
e. Ciptakan suasana dialogis, keterbukaan yang mampu memperlancar komunikasi.
f. Pendekatan secara konseptional dan koordinatif-integratif.
g. Bina terus suasanna dan kesatuan bangsa, solidaritas dan kerukunan hidup bersama yang tinggi.
2.1.4  Proses Komunikasi
Menurut Onong Uchjana Effendy proses komunikasi pada hakikatnya adalah :

“Proses penyampaian informasi atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran itu menciptakan gagasan, informasi, opini dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bias yang berupa keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang keluar/timbul dari lubuk hati” (Effendy, 2001 : 11).
Dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dengan jelas bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu.

Menurut Onong Uchjana Effendy proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara sekunder diantaranya :

a. Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambing (symbol) sebagai media atau saluran, lambing disini adalah bahasa, beberapa kial (gesture) atau gerak tubuh, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya. 
b. Proses komunikasi secara sekunder

Proses komunikasi secara sekunder proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambing sebagai media pertama (Effendy, 1998 : 16).
2.1.5 Unsur-unsur Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap manusia karena tanpa komunikasi manusia tidak bisa saling menyampaikan pesan, komunikasi diibaratkan sebagai urat nadi dan saraf dari kehidupan. Komunikasi memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :
Sender

:  komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang.

Encoding    : penyandian, yakni proses pengalihan pikiran kedalam bentuk   lambang.

Message     : pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang  disampaikan orang lain komunikator.  
   Media         : saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator    kepada  komunikan.
Decoding       : proses dimana komunikan menetapkan makna pada    lambang  yang   disampaikan komunikator kepadanya.
Receiver         : komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Sering juga disebut  sasaran atau tujuan  (destination)  atau khalayak
Response    : tanggapan, seperangkat, reaksi pada  komunikan   setelah    menerima  pesan. 
Feed back      : umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan  atau  disampaikan kepada komunikator. 
Noise          : gangguan tak terancang yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya.
Model komunikasi diatas menegaskan factor-faktor kunci dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, komunikator harus tahu khalayak mana yang dijadikannya sasaran dan tanggapan yang diinginkannya, ia harus terampil dalam menyandi pesan dengan memperhitungkan bagaimana komunikan sasaran biasanya mengawasi pesan, komunikator harus mengirimkan pesan melalui media yang efisien dalam mencapai khalayak sasaran.

2.1.6 Fungsi Komunikasi Politik
Ada beberapa fungsi dari komunikasi menurut Onong Uchjana Effendy diantaranya:

1. To Inform (Mengkomunikasikan )

2. To Educate (Mendidik)

3. To Entertaint (Menghibur)

4. To Influence (Mempengaruhi)

(Effendy, 1993:55)

Komunikasi berfungsi untuk menyiarkan informasi kepada orang lain atau khalayak mengenai beberapa hal, peristiwa, gagasan atau pikiran orang lain, apayang dikatakan orang lain dan sebagainya, fungsi berikutnya menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya mendidik guna mrubah pngetahuan khalayak atau komunikan yang menerima komunikasi tersebut, fungsi menghibur yaitu pesan yang disampaiakan terkandung muatan-muatan hiburan malah terkadang pesan itu sengaja dikemas untuk memberikan hiburan kepada khalayak, selanjutnya komunikasi berfugsi untuk mempengaruhi pendapat, pandagan atau interpretasi khalayak tentang sesuatu hal agar sesuai dengan keinginan komunikator.

Dalam suatu organisasi komunikator menjalankan beberapa fungsi, yaitu :

1. Komunikasi menyampaikan informasi dan pengetahuan dari orang yang satu kepada orang lain sehingga dapat terjadi tindakan kerjasama.
2. Komunikasi membantu mendorong dan mengarahkan orang-orang yang melakukan sesuatu.

3. Komunikasi membantu membentuk sikap dan menanamkan kepercayaan untuk mengajak, meyakinkan dan mempengaruhi perilaku.

4. Komunikasi membantu memperkenalkan pegawai-pegawai dengan lingkungan fisik dan sosial mereka.
2.2 Pemilihan umum
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2003 diartikan sebagai berikut:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarakan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”(Undang-Undang No. 12 pasal 1 ayat 1). 

Sedangkan menurut A. Sudiharto Djiwandono pemilu adalah:Sarana demokrasi yang penting, ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (dalam Effendy,1993 : 234)
2.2.2 Tujuan pemilu

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternative kebijkan umum.

2. Mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat.

3. Sarana memobilisasi dan/atau menggalang dukungan rakyat.

2.2.3 Pengertian Informasi Pemilu
Informasi pemilu adalah penyampaian pengetahuan mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
2.2.4 Tujuan Informasi Pemilu 

1.  Tersebar luasnya informasi mengenai tata cara teknis penyelenggaraan pemilu

2.  Tersebar luasnya informasi mengenai alasan, tujuan dan cara penyelenggaraan pemilu.
2.2.5 Materi Informasi Pemilu

1. P4B

2. Penetapan jumla kursi DPR, DPD, DPRD, dan Penetapan daerah pemilihan;
3. Pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta pemilu;
4. Pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. Kampanye pemilu;
6. Kampanya Capres dan cawapres;
7. Pengawasan, pemantauan dan penegakan peraturan pemilu;
8. Pemungutan dan peritungan suara;
9. Penetapan hasil pemilu;
10. Penetapan calon terpilih;
11. Pemilihan presiden/wakil presiden.
2.2.6 Kelompok Sasaran Informasi Pemilu Dan Pendidikan Pemilih

1. Pemilihan umum;
2. Pemilih pemula (remaja/pelajar/mahasiswa);
3. Pemilih perempuan;
4. Pemilih dengan kebutuhan khusus: suku terpencil, penyandang cacat, rumah tahanan, pasien dirumah sakit, tuna wisma dan kelompok manula;
5. Pemilih luar negeri;
6. Pengemuka pendapat seperti seniman, wartawan, agamawan, tokoh masyarakat dan tokoh kesenian daerah;
7. Keluarga tentara dan polisi;
8. Purnawirawan Tni/Polri;
9. Eks g 30 s/pki dan eks Timtim;
10. Pengurus parpol;
11. Caleg;
12. Pemantau pemilu, LSM;
13. Lembaga-lembaga pemerintahan/bumn/bumd dan swasta;
14. Utusan parpol peserta pemilu.
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